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Statuta Organization of the Petroleum Exporting
Countries (OPEQ*
Konsep (Concept)
Statuta ini merupakan landasan dan arah kebijakan dari OPEC,
yang merupakan suatu organisasi Negara-negara penghasii minyak
dunia.. Statuta ini terbagi dalam 6 (enam) Bab, yaitu organisasi dan
tujuan, keanggotaan, badan, rapat konsultatif dan badan khusus,
ketentuan finansial, dan ketentuan tambahan. Statuta ini telah
mendapatkan persetujuan dari Konferensi OPEC di Caracas, pada
Januari 1961, dan mengalami beberapa kali perubahan atau
amandernen.
Latar Belakang (Background)
Pernbentukan Statute ini tidak terlepas dari berdirinya OPEC
sebagai Organisasi Permanen Antar-Pemerintaban (Permanent
Intergovernmental Organization) berdasarkan Resolusi Konferensi
Perwakilan Peroenntah Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi dan
Venezuela (Resolutions of the Conference of the Representatives of
the Governments of Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and
Venezuela), yang diadakan di Baghdad pada 10-14 September
1960. Penabentukan OPEC bertujuan untuk menjalin koordinasi dan
unifikasi kebijakan-kebijakan rnengenai minyak diantara ne^ra-
negara anggota serta menentukan cara-cara perlindungan yang
terbaik (safeguarding) bagi kepentingan mereka, baik secara
individual maupun kolektif; dan menentukan cara untuk menjamin
stabilitas barga minyak di pasar intemasional guna menghindari
* http^/w^vw.opec.org/Jibraiy/opec%20statute/pdf7os.pdf
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fluktuasi. Oleh karena itu, disusunlah Statuta ini guna menjaga
OPEC tetap pada tujuan, tugas-tugas, dan kewenaagannya.
Keberlaknan {Entry into Force)
Statuta ini berlaku sejak 1 Mei 1965. Negara-negara yang
menjadi anggota OPEC antara lain adalah Algeria Indonesia, Iran,
Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, Uni Eroirat Arab,
dan Venezuela
Prinsip Umom (General Principles)
Prinsip ummn dalain Statuta ini adalah prinsip persainaan
kedaulatan {sovereign equality) negara-negara anggota OPEC.
Setiap negara aaggota OPEC barus memiiiki itikad baik dalain
inenjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai deogan ketentuan-
ketentuan dalaro Statuta ini.
Materi Pokok (Main features)
Statuta iai berisikan materi-materi sebagai berikut:
1. Bab l:Organisasi dan Tujuan (Pasal I-Pasal6)
Bab ini menjelaskan penibentukan, tujuan utania, prinsip-
prinsip, ketentuan Markas Besar {Headquarters) sebagai tempat
diselenggarakannya konferensi, dan bahasa resmi yang
digtmakan OPEC yaitu Bahasa. Inggris.
Z Bab2:Keanggoiaan(Pasai7-Pasal8)
Statuta ini nienegaskan bahwa Anggota Pendiri OPEC adalah
negara-negara yang hadir dalam Konferensi Pertaroa di
Baghdad dan menandatangaoi perjanjian asli {original
agreement) pendirian OPEC.
Anggota Penuh {Full Members) adalah Anggota Pendiri dan
negara-negara yang aplikasi keanggotaannya diterima oleh
Konferensi. Negara lain yang memiliki nilai ekspor bersih
nainyak mentah {crude petroleum) yang substansial dan
menipunyai kesaroaan kepentingan dengan negara anggota, juga
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dapat menjadi Anggota Penuh, jika disetujui oleh naayoritas dari
% Anggota Penuh tennasuk suara persetujuan dari semua
Anggota Pendiri.
Negara sebagaimana dirnaksud di atas, jika tidak memenuhi
kuati&kasi keanggotaan dapat diakui sebagai Anggota Mitra
(Associate Member) oleh Konferensi atas persyaratan khusus
yang ditentukan oleh Konferensi, jika disetujui oleh roayoritas
dari % Anggota Penuh tennasuk suara persetujuan dari semua
Anggota Pendiri. Negara tidak dapat diakui sebagai Anggota
Mitra jika tidak memiliki kepentingan dan tujuan yang saina
dengan negara anggota.
Statuta ini juga nienegaskan bafrwa yang dimaksud dengan kata
anggota atau negara anggota dalam Statuta ini ialah Anggota
Penuh OPEC, kecuali ditentukan sebaliknya.
Setiap Anggota tidak dapat mengundurkan diri dari keanggotaan
tanpa peniberitahuan atas keinginan pengunduran dirinya
kepada Konferensi. Pemberitahuan tersebut akan efektif pada
awal tahun kalender berikumya setelah tanggal penerimaan oleh
Konferensi, dan Anggota hams terlebih dahulu memenuhi
seluruh kewajiban finansial yang muncul dari keanggotaannya.
3. Bab3:Organ(Pasal9)
OPEC inempunyai 3 (tiga) organ yaitu Konferensi, Dewan
Gubemur (Board of Governors), dan Sekretariat Konferensi
diatur dalain Pasal 10- Pasai 16, Dewan Gubenmr diatur dalam
Pasal I7-Pasal 24, dan Sekretariat diatur dalain Pasal 25-Pasal
34. Penjabaran lebih lanjut mengenai Bab ini terdapat pada
bagian "Organ".
4. Bab 4: Rapat-rapat Konsultatif dan Badan Khusus (Specialized
Organs) (Pasal 35 - Pasai 36)
Rapat Koasultatzf diadakan oleh para Ketua Delegasi dari
negara-negara anggota atau para perwakilannya, Rapat
Konsultatif dapat diselenggarakan atas permmtaan Presiden
Konferensi. Agenda setiap Rapat Konsultatif disiapkan oleh
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Presiden Konferensi, kecuali biJa telah ditentukan terlebih
dahulu oleh Konferensi.
Konferensi dapat mendirikan Organ Kbusus untuk membantu
menye'esaikan pennasalahan yang dianggap penting. Organ
KJbusus menjaiankan fungsinya sesuai dengan Resolusi atau
Statuta yang teiah disiapkan. Organ Khusus hams bekerja dalam
kerangka kerja Sekretariat, baik secara fungsional maupun
tffiansial.
5. Bab5:KetentuanFinansial(Pasal37-PasaI38)
Anggaran hams dibuat pada setiap tahun kalendar. Konferensi
dalam penerimaan Anggota Mitra harus menaoyakan kesediaan
Anggota Mitra untuk membayar iuran tahunan, untuk keniudian
dipertiinbangkan sebagai kontribusi (inansial kepada OPEC.
Tiap negara anggota hams znengungkapkan seluruh pengeluaran
dalam mengirimkas detegasi atau per.vakilan ke Konferensi,
Rapat Konsultatif dan Pihak Kerja (Working Parties). OPEC
harus mengungkapkan pengeluaran bepergiao (travelling) dan
penghasilan Governors yang menghadiri Rapat Dewan
Gubernur.
6. Bab6:KetentuanTanibahan(Pasal39-Pasai4!)
Ainandernen atas Statuta ini dapat diajukan oleh negara anggota
manapun dan setiap pengajuan amandemen harus diperhatikan
oleh Dewan Gubernur untuk kemudian direkomendasikan
kepada Konferensi.
Pengawasan (Authority)
Sebagaimana diungkapkan dalam materi pokok, Statuta ini
rnenjabarkan 3 (tiga) badan dalain OPEC, yaitu Konferensi, Dewan
Gubernur (Board of Governors), dan Sekretariat
1. Konferensi
Konferensi xnerupakan kekuasaan tertiaggi OPEC yang terdiri
dari para delegasi yang mewakili negara-negara anggota. Delegasi
dapat meroiliki satu atau dua wakil (delegates), baik penasehat
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maupun pengamat (observers). Jika delegasi memiliki lebih dari
satu orang wakil, maka negara tersebut harus inenunjuk satu orang
sebagai Ketua Detegasi (Head of the Delegation).
Setiap negara anggota harus diwakiii pada setiap Konferensi,
namun untuk menyelenggarakan sebuah Konferensi harus tercapai
kuorum tiga perempat dari negara aaggota. Tiap Anggota Penuh
hanya mempunyai satu suara. Semua keputusan Konferensi, selain
peraiasaiahan prosedural, meinerlukan kesepakatan dari seinua
Anggota Penuh. Resolusi Konferensi menjadi efektif seteiah 30 hari
dari penutupan Rapat, atau seteiah periode yang ditentukan
Konferensi. Selama periode tersebut, Sekretariat menerima
pemberitahuan penolakan dari negara anggota. Jika terdapat
Anggota Penuh yang tidak rnenghadiri Rapat
Konferensi, maka Resolusi Konferensi akan efektif kecuali
Sekretariat menerima pemberitahuan penolakan dari Anggota
tersebut daiarn waktu 10 (sepuluh) hari sebeluni tanggai kepastian
pengumuman {publication) Resolusi tersebut Negara non-anggota
dapat diundang nienghadiri Konferensi sebagai Pengamat
(Observer)., jika ditentukan oleh Konferensi. Konferensi harus
inelangsungkan 2 (dua) Rapat Biasa setiap tahun dan Rapat Luar
Biasa sesuai dengan pennintaan negara anggota yang diajukan
kepada Sekretaris Jenderal seteiah dikonsultasikan kepada Presiden
dan disetujui oleh negara anggota lainnya dengan suara terbanyak.
Konferensi dilangsungkan di Markas Besar (Headquarters) namun
dapat juga di salah satu negara anggota atau di manapun yang
disarankan.
Tugas Konferensi antara lain memiJih Presiden dan Presiden
Alternatif (Alternate President), merancang kebijakan umum OPEC
dan menentukan cara yang tepat untuk menerapkannya,
memberikan putusan terfaadap aplikasi keanggotaan OPEC,
mempertimbangkan dan memutuskan laporan dan rekomendasi
serta Anggaran (Budget) yang dikumpulkan Dewan Gubemur,
memberikan persetujuan terhadap amandemen Statuta, inenunjuk
Kepala Dewaa Gubemar {Chairman of the Board Governors) dan
Kepala Alternatif (Alternate Chairman), menunjuk Sekretaris
Jenderal, dan menunjuk Auditor OPEC untuk masa satu tahun.
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2. Dewan Gubernur (Board of Governors)
Dewan ini terdiri dan para Pimpinan (Governors) yang
dmominasikan oleh negara anggota dan dikonfinnasikan oleh
Konferensi. Dalam rangka menyelenggarakan Rapat Dewan
Gubernur, kuorum dua pertiga harus dipenuhi dan setiap negara
anggota hams diwakilkan pada semua Rapat Dewan Gubemur.
Seorang Governor yang tidak dapat rnenghadiri Rapat Dewan
Gubernur dapat digantikan oleh ad hoc Governor yang
dinommasikan oleh negara anggota terkait. Ad hoc Governor
mempunyai status yang sama dengan Governor, naroun tidak dapat
dicalonkan sebagai Ketua
Dewan Gubemur (Chairman of the Board Governors). Setiap
Governor memiliki satu suara dan untuk menjatuhkan putusan
diperiukan suara mayoritas dan Governor yang nadir. Dewan
Gubemur harus niengadakan perteinuan dua kali setiap tahun
dengan jeda waktu yang ditentukaa oleh Kepala Dewan Gubernur
setelah dikonsultasikan kepada Sekretaris Jenderal. Rapat Luar
Biasa Dewan Gubemur dapat pula diadakan dengan permintaan
Kepala Dewan Gubemur, Sekretaris Jenderal, atau 2/3 Governors.
Tugas Dewan Guberaur antara lain rnengatur manajemen OPEC
dan penerapan keputusan Konferensi, mernpertimbangkan dan
meinutuskan setiap laporan yang dlkumpulkan oleh Sekretaris
Jenderal, memberikan laporan dan membuat rekomendasi kepada
Konferensi, rnerancang Anggaran setiap tahun dan memberikannya
kepada Konferensi untuk disetujui, menominasikan Auditor,
memberikan persetujuan atas penunjukkan Direktur Divisi dan
Kepala Departemen (Directors of Divisions and Heads of
Departments), dan membuat agenda untuk Konferensi.
3. Secretariat
Sekretariat berfungsi sebagai eksekutif OPEC di bawah arahan
Dewan Gubemur. Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal dan
staf-staf yang diperiukan, mereka bekerja di Markas Besar. Status
Sekretaris Jenderal adalah sebagai pimpinan Sekretariat dan
mempunyai kapasitas untuk mengeloianya di bawah arahan Dewan
Gubenmr. Statuta ini juga menjabarkan kuali3kasi untuk menjadi
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seorang Sekretaris Jenderai dan tugas-tugasnya, Sekretaris Jenderal
dapat menunjuk Direktur Divisi dan Kepala Departemen serta
petugas-petugasnya sampai perekrutan staf. Sekretaris Jenderai juga
dibantu oleh Divisi Riset, Departemen Admiaistrasi dan Suinber
Daya Manusia, Departemen Minnas dan Informasi, dan divisi atau
departemen lain yang dianggap penting untuk dibentuk oleh
Konferensi. (Nyiayo Knrnia Afrianti, SH)
The Antarctic Treaty 1959
Konsep (Concept)
The Antarctic Treaty, untuk selanjutnya disebut sebagai Traktat,
adalah sebuah ketentuan hukum interaasional yang niengatur
mengenai penggunaan daerab Antartika, untuk tujuan-tujuan damai
serta menjamin adanya kebebasan untuk mengadakan penelitian-
penelitian dengan maksud darnai di Antartika. Daerah Antartika
yang dirnaksudkan dalarn Traktat ini sebagai daerah yang berada di
sebelah selatan 60° Lintang Selatan yang rnerupakan daerah yang
sering disebut sebagai daerah Kutub Selatan.
Latar Belakang (Background)
Telah sejak lama banyak negara-negara, khususnya 12 negara
yang menjadi negara pihak pertama dari TrakJat mi (yaitu A&ika
Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belgia, Chile,
Inggris, Jepang, Norwegia, Perancis, Selandia Baru, dan Uni
Soviet,) telah raelakukan eksplorasi dan usaha-usaha eksploitasi
sumber daya di wilayah Antartika. Selain melakukan eksplorasi dan
eksploitasi, negara-negara tersebut juga rnelakukan klairn terhadap
beberapa wilayah di Antartika. Klairn wilayah tersebut berpotensi
rneninibulkan ketegangan dalam hubungan antar negara, terutama
bila klairn dilakukan secara sepihak sehingga nienyebabkan
tumpang tindih satu sarna lain. Adanya klairn wilayah tersebut oleh
www.ats.aa
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suatu negara juga menjadi hambatan terhadap inenghalangi usaha-
usaha peneiitian dengan tujuan damai dari negara-negara lainnya.
Pada saat pelaksanaan International Geophysical Year 1957-
1958, keduabelas negara tersebut menjadi menyadari bahwa
sebenarnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dapat diiakukan
tanpa menimbulkan konflik di antara negara-negara yang
mempuayai kiaim di Antartika, berdasaikan alasan tersebut niaka
Pemerintah Amerika Serikat kemudian mengundang kesebelas
negara laionya untuk mengadakan sebuah konferensi yang akhirnya
menghasilkan Traktat ini.
Keberlakuan (Entry into Force)
Traktat ini datandatangani oleh 12 negara pihak pertama pada
tanggal 1 Desember 1959 di Washington DC, Amerika Serikat
Sesuai dengan ketentuan dalara Traktat ini sendiri (Pasal XIII ayat
(5)), maka Traktat ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Juai 1961,
yaitu setelah keduabelas negara penandatangan awal tersebut telah
melakukan ratifikasi dan melakukan penyimpanan dokumen
ratifikasmya kepada Amerika Serikat1 Seiring berjalannya waktu
maka banyak negara-negara lain yang melakukan aksesi atas
Traktat ini. Bagi negara-negara tersebut maka keberlakuan juga
diatur dalam Pasal XIII ayat (5) yang mengatakan bahwa; bagi
negara-negara yang melakukan aksesi terhadap Traktat ini maka
Traktat ini akaa berlaku bagi negara-negara tersebut sejak tanggal
penyimpanan dokumen aksesi Traktat ini kepada pihak
penyimpannya,
Prinsip Umuin (General Principles)
Dalam Pasal I Traktat ini disebutkan bahwa daerah Antartika
haruslah digunakan oleh negara-negara pihak2 dari Traktat untuk
1 Sesuai dengan ketentuan Pasai XIV Traktat, Amerika Serikat ditunjuk
sebagai negara tempat penyimpaoan (depository state) dokumea ratij5kasi
inaupun aksesi Traktat ini
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tujuan-tujuan damai. Tidak boleh ada suatu kegiatan militer yang
dapat dilakukan di daerah Antartika, Hanya penelitian-penelitian
untuk tujuan damai saja yang boleh dilakukan di daerah tersebut
Rencana dan hasil dari penelitian tersebut juga haruslah dibagikan
kepada seluruh negara-negara pihak dari Traktat ini.
Materi Pokok (Main Features)
Sebagaimana telah dijelaskan pada di bagian-bagian
sebelumnya, Traktat ini mempunyai tujuan utama untuk
mewujudkan penggunaan daerah Antartika untuk tujuan-tujuan
damai dan mencegah penggunaan daerah Antartika untuk kegiatan
yang berhubungan dengan kemiliteran.
Traktat ini mengatur beberapa hal, yang antara lain adalah
sebagai berikut:
1. Penjaniinan adanya kebebasan bag? penelitian-penelitian ilmiah
yang dilakukan untuk tujuan damai di Antartika.
2. Kewajiban untuk merobagi infonnasi rencana maupun hasil
penelitian yang dilakukan di Antartika berdasarkan Traktat ini.
Pembagian-pembagiaa tersebut tennasuk di datamnya adalah
pemba^an rencana penelitian, jurniah personil yang melakukan
penelitian, serta hasil dari penelitian tersebut
3. Pemberian akses kepada negara-negara pibaknya untuk
melakukan peninjauan dan pengawasan terhadap kegiatan-
kegiatan penelitian yang dilakukan di wilayah Antartika serta
terhadap fasilitas sarana/prasaiana dan alat transportasi yang
menunjang kegiatan penelitian tersebut Kegiatan peninjauan
dan pengawasan tersebut dilakukan untuk znenjamin
terlaksananya tujuan dari Traktat ini.
4. Pelarangan peledakan nuklir serta pembuangan bahan radioaktif
dalarn bentuk apapun di Antartika. Bahkan juga mewajibkan
2 Sesual dengan prinsip dasar Hukuin IsteraasioDal, Traktat ini haoya
mengikat negara-negara pihak dari Traktat. kecuali Traktat mi telah diakui
sebagai sebuah Hukum Kebiasaan Intemasional yang artinya barus dtpatuhi oleb
negara-negara lain yang tidak menjadi ncgara pihak dari Traktat ini pula,
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negara-negara pihak dari Traktat ini untuk memberlakukan
ketentuaa Traktat-Traktat interaasional iainnya yang berkaitan
dengan pelaraagan penggunaan nuklir dan bahan radioaktif lain
yang diikutinya di wilayah Antartika.
5. Status hukuin dari para persoail yang berada di Antartika yaitu
haruslah tunduk kepada yurisdiksi masing-inasing negara
asalnya.
Selain mengatur hal-hal di atas, Traktat ini juga tidak mengatur
mengenai beberapa faal seperti klaim wilayah di Antartika yang
dimiliki oieh negara-negara pihak dalam Traktat ini. Hal ini
dikarenakan Traktat ini banya berfuogsi untuk roemastikan babwa
walaupun banyak negara-Begara yang merniliki klaim wiiayah di
Antartika, kegjataa-kegiatan peneiitian rnasih dapat dengan bebas
diiaksanakan di Antartika. Sebagairnana telah dijelaskan
sebelumnya, masalah klaun wdayah oleh negara-negara tersebut
tidak diatur. Sesuai dengan ketentuan di daianmya, Traktat ini tidak
dapat rnencegah pelaksanaan kewajiban negara-negara yang diatur
dalam ketentuan hokum internasional berkaitan dengan laut bebas.
Mekamsroe Kbusas (Special Mechanism)
Terdapat kewajiban bagi negara-negara pihaknya untuk
rnelakukan pertemuan secara berkala untuk nielakukan tukar
informasi dan merobahas bal-faal yang berkaitan dengan wilayab
Antartika. Pertemuan ini untuk pertama kalinya diwajibkan
dilakukan di Canberra, Australia, pada waktu 2 (dua) bulan setelah
masa keberlakuannya. Untuk selanjutnya rnaka pertemuan berkala
tersebut dapat dilakukan sesuai dari kesepakatan para pihak.
Mekanisme modiBkasi Traktat yang dapat dilakukan dengan
suara bulat dari seJuruh negara pihak pada waktu kapaopun.
Mekanisme khusus lainnya yang diatur dalam Traktat ini adalah
mengenai peninjauan kembali terhadap pelaksanaan Traktat yang
dapat dilakukan berdasarkan pennintaan salah satu negara pibak
pada waktu 30 tahun setelah mulai berlakunya Traktat ini.
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Penyelesaian Sengketa (Settlement of Disputes)
Ketentuan dalam Traktat mengatur bahwa apabila terjadi
sengketa yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran Traktat ini
diantara dua negara pihak atau lebih, maka pihak-pihak yang
bersengketa haruslah berusaha menyelesaikan sengketa tersebut
dengan eara-cara negosiasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrasi,
penyelesaian dengan cam yudisial, atau cara-cara damai lain sesuai
persetujuan masing-masing pihak.
Apabila pihak-pihak yang bersengketa gagal untuk
inenyelesaikan sengketanya dengan cara-cara tersebut, maka pihak-
pihak tersebut dapat meznbawa sengketa tersebut ke hadapan
Mahkamah International (International Court of Justice). Tetapi
apabila pihak-pihak tersebut gagal untuk niencapai kata sepakat
berkaitan dengan pengajuan sengketa ke hadapan ICJ maka pihak-
pihak tersebut tetap wajib inenyelesaikan sengketanya tersebut
dengan cara-cara damai.
Peraturaa Terkait (Related Regulations)
Traktat ini telah berkembang sehingga saat ini terdapat tiga
peraturan yang merupakan turunan dari Traktat ini. Ketiga
peraturan tersebut adalah:
1. The Convention for the Conservation of Antarctic Seats, ditanda
tangani di London pada tanggai 1 Juni 1972.
2. The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living
Resources, ditanda tangani pada tanggai 20 Mei 1980.
3. The Protocol on Environmental Protection to the Antarctic
Treaty, ditanda tangani di Madrid pada tanggai 4 Oktober 1991.
(Adriancs A. V. Ramon, SH.)
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The Convention on the Regulation of Antarctic
Mineral Resource Activities 1988*
Konsep {Concept)
Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource
Activities 1988 (Konvensi CRAMRA) merupakan Konvensi yang
nienyediakan aturan-aturan, dasar dan badan-badan yang dapat
menilai dampak Hngkungan atas kegiatan penambangan sumber
daya mineral di daerah Antartika, menentukan kegiatan-kegiatan
penambangan yang dapat diteritna oleh masyarakat internasional,
menciptakan suatu kerangka hukum bagi suatu kegiatan
penambangan, dan menjaroin bahwa sehiruh kegiatan penambangan
dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Konvensi ini bertujuan melaraog seluruh kegiatan yang dapat
menimbulkan kerusakan pada tingkungan dan ekosistern Antartika,
atau menimbulkan dampak pada poia ikliro regional maupun global.
Pembentukan Konvensi ini dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk
mengenibangkan suatu kerangka kerja yang dapat mencegah
tindakan perusakan di wilayah Antartika. Lebih lanjut, Konvensi
CRAMRA mi didasarkan pada keinginan masyarakat dunia untuk
menaastikan bahwa wilayah Antartika dapat digunakan selamanya
dan berkelanjutan untuk tujuan damai, dan tidak dapat dijadikan
sebagai suatu sengketa internasional. Dengan kata lain, Konvensi
CRAMRA mencoba menempaikan Antartika sebagai wilayah milik
bersama (res communis), bukan sebagai wilayah tidak bertuan(res
nullius).1 Konvensi CRAMRA ini dikenal pula dengan sebutan
Wellington Convention.
www.viasjst2idies.aq/antdocs/CRAMRA.pdf
1 Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource
Activities (idea} of Lucy S, dcogan rcferensi dari dari F ackelman, Kathy A.
"Reassessing Pesticides* Yalae." Science News, Jaauaiy 29,1994, YoL 145 No. 5,
p. 79. Holdgate, Martin W. "Ice Under Pressure." Environment, October 1990,
YoL 32 No. 8, pp. 4-33JRarsons, Anthony. Antarctica: The Next Decade.
Cambridge University Press, 1987, (fen Suter, Keith. Antarctica: Private \
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Latar Belakaog (Background)
Selaina ini, Aataitika dipandang sebagai daerah tidak bertuan
sehingga siapapun dapat rnelakukan kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi sumber daya alarn didalamnya Akan tetapi, pandangan
tersebut bergeser ketika timbul kekhawafen rnasyarakat dunia,
khususnya para pencinta lingkungan, dan adanya kesadaran bahwa
lingkungan dan ekosistem Antartika merupakan bagian dari
keseirnbangan ekosistem dunia Dengan adanya pergeseran
pandangan tersebut, serta seiring dengan perkernbangan kebutuhan
roanusia yang kompleks. maka wilayah Antartika wajib dilindungi
bagi pelestariannya.
Konvensi CRAMRA merupakan bagian yang tidak terpisafakan
dari Antarctic Treaty System (ATS). ATS merupakan 6 rangkaiaa
kerangka hukum yang diciptakan dalam rangka usaha masyarakat
dunia bagi pelestarian lingkungan dan ekosistem Antarfika.
Pennasalahan perlunya pelestarian lingkungan dan ekosistem
Antartika dibahas raelalui peztemuan negara-negara anggota
(Consultative Meeting) Antarctic Treaty dan consultative meeting
khusus lainnya. Perterouan ini menghasilkan seiangkaian kerangka
hukuni yang dikenal dengan ATS, yang terdiri dari Agreed
Measures for the Conservation of Antarctic Fauna and Flora 1964,
the Convention for the Conservation ofAntacrtic Seals 1972, the
Convention for the Conservation of Antacrtic Marine Living
Resources 1980, dan Konvensi CRAMRA pada Juni 1988.
Konvensi CRAMRA merupakan basil dari Consultative
Meeting Antarctic Treaty selama 6 tahun dan ditandatangani oleh
20 negara yang bersepakat untuk menciptakan suatu kerangka
hukum dan manajernen lingkungan yang baik di wilayah Antartika,
serta raengantisipasi kemampuan teknologi dunia yang semakin
rneningkat, sehingga dapat dilaksanakan kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi sumber daya mineral di wilayah Antartika Akan tetapi,
pernbentukan CRAMRA ini mcmmbulkan pro dan kontra dari
berbagai kalangan. Sebagian besar negara, seperti Selandia Baru,
Property or Public Heritage? Zed Books Ltd, 1991. Dapat diakses dt
d=l 194543&lastnodei( l^ 194513
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Amerika Serikat, dan Inggris Raya, berpendapat bahwa dengan
adaaya CRAMRA inaka kekosongan hukum di wilayah Antartika
telah terselesaikan, sedangjkan Australia dan Non-Governmental
Organization (NGO) International Greenpeace niengatakan bahwa
CRAMRA ini mengesabkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
tingkuagan Antartika, sehingga. dapat menghancurkact
keseimbangan alara.
Keberlakoan (Entry into Force)
Konvensi ini belum berlaku. Keberlakuannya terhitung sejak 30
had setelah tanggal peoyimpanan iostmmen ratifikasi. penenmaan,
persetujuan atau aksesi oleh keenainbelas negara anggota
Consultative Meeting Antarctic Treaty. Koavensi CRAMRA ini
memiliki beberapa keadala yaag menghambat keberlakuannya,
antara Iain kecaroan dan berbagai pihak mengenai ketentuan
Koaveosi CRAMRA yang dipandang sebagai alat pengesahan
dilakukannya eksplorasi, eksploitasi, dan peinbangunan di
Antartika. Antartika selalu dipaodaog sebagai kawasan lindung atau
taman dunia yang tidak seharusnya digunakan, karena dapat
nierusak keseimbaogan ekosistem dan lingkungan global.
Menanggapi tanggapan kontra dan masyarakat, consultative
meeting kembali digelar untuk menegosiasikan pengukuran dan
penilaian baru dalam rangka melarang segala bentuk kegiatan
(kecuali penelitian sains) penambangan sumber daya mineral di
Antartika, dan roelestarikan kualitas lingkungannya Fertemuan ini
dituangkan kedalam instrumen hukum baru, bernanaa Protocol on
Environmental Protection to the Antarctic Treaty 1992, yang
ditandatangani pada 7 Oktober 1992. Adanya Frotokol ini
menyebabkan timbnlnya benturan ketentuan mengenai boleh atau
tidaknya dijakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Antartika,
Oleh sebab itu, Konvensi CRAMRA ini tak kunjung berlaku.
Hingga saat ini, Konvensi CRAMRA telah diikuti oleh 19 negara.2
2 Argentina, Brazil, Chili, Cioa, Cekostovakia, Denmark, Fmlantiia,
Republik jenaan, Jepang, Seiandia Bam, Norwegia, Polandia, Republik Korea,
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Prinsip Urauro (General Principles)
Prinsip umum Konvensi CRAMRA ini diatur dalain Pasal 2,
yang menyebutkan bahwa:
1. CRAMRA inerupakan bagian yang tidak terpisabkan dari
Antarctic Treaty System, dengan induk Konvensi Antarctic
Treaty, diinana berdasarkan konvensi tersebut tujuan utamanya
adalah menjamin bahwa Antartika hams tetap lestari, selamanya
digunakan untuk tujuan damai dan tidak dapat dijadikan obyek
sengketa masyarakat internasional.
2. Negara peserta CRAMRA menetapkan selurufe prinsip,
peraturan, dan badan yang didirikan berdasarkan Konvensi ini,
beserta keputusan yang dibuat, dimaksudkan untuk nienelaah
kemungkinao dampak lingkungan terhadap aktifitas
penambangan suinber daya mineral di Antartika, nienentukan
apakah kegiatan pertambangan sumber daya mineral di
Antartika dapat diterima dan dilakukan, dan mernastikan bahwa
selurub kegiatan pertambangan di wilayab Antartika dilakukan
berdasarkan ketentuan CRAMRA.
3. Dalam fenplementasi ketentuan CRAMRA, negara peserta wajib
memastikan babwa segala kegiatan penambangan sumber daya
mineral didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam
Antarctic Treaty System, dan melekat pula bak dan kewajiban
sebagaimana ditentukan didalamnya.
4. Dalam hubungan pelaksanaan kegiatan penambangan sumber
daya mineral, negara peserta barus mengetahui tanggung jawab
khusus yang diemban oleb negara peserta Consultative Meeting
Antarctic Treaty yang bertujuan melindungi lingkungan dan
ekosistein Antartika.
Selain itu, di dalam Konvensi ini juga terdapat prinsip umum
bukum internasionai lainnya, yaitu mengenai International Co-
Federasi Riisia, Swedia, Afrika Seiatan, foggris Raya, Amerika Serikat, dan
Unigo .^
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operation, Precautionary Principles dan non-diskriminasi.
International Co-operation atau kerja saina intemasional
nierupakan kerja sama yang dipromosikan dalana rangka mengatur
segala tiodak di wilayah Antartika, karena Antartika inerupakan
wilayah milik bersaina, artinya tidak terdapat yurisdiksi negara
manapun. Prinsip ini diatur pada Pasal 6. Konvensi ini juga
bedungsi sebagai kerangka hukum yang meineromosikan dan
mendukimg adanya partisipasi intemasional dalam penggunaan,
pelestariao dan pengembangan sumber daya mineral di wilayah
Antartika oleh negara-negara inaju maupun berkembang.
Sedangkan Precautionary Principles (prinsip pencegahan/
kewaspadaan) digunakan daJaro bal pelestanan lingkungan dan
ekosistem Antartika, dimana segala kegiatan penambangan surnber
daya mineral harus dilakukan berdasarkan ketentuan Konvensi
CRAMRA sehingga tidak memberikan dainpak buruk kepada
ekosistetn dan lingkungan Antartika. Prinsip non-diskriuiinasi
merupakan prinsip yang tercantum pada Pasal 14, bahwa ketentuan
Konvensi CRAMRA ini berlaku tanpa mendiskrinunasikan negara
peserta atau operator pelaksana kegiatan penambangan sumber daya
mineral manapun.
Materi Pokok (Main Features)
Konvensi CRAMRA memiliki 67 Pasal dan 1 Annex yang
mengatur mengenai penyelesaian sengketa oleh Badan Arbitrase.
Adapun materi pokok pada Konvensi CRAMRA ini adalah sebagai
berikut:
1. Definisi-definisi umum mengenai apa yang disebut dengan
Antarctic Treaty, negara peserta Consultative Meeting Antarctic
Treaty, dan wilayah cakupan konvensi, diatur pada Pasal 1.
2. Pasal 3 mengatur mengenai larangan adanya kegiatan
peDambaogan diluar ketentuan Konvensi. Berdasarkan
Konvensi, setiap kegiatan penambangan, pengembangan, dan
pembangunan sumber daya mineral di wilayah Antartika barus
didahuliri dengan adanya perhitongan terbadap dampak yang
410 Indonesian JojtmcA of International Law
Jurnal Hukum International
akan tinabul dan kegiatan tersebut dan disetujui dalam Skerna
Manajenien (Management Scheme).
3. Prinsip bagi pelaksanaan kegiatan penambangan sumber daya
mineral di wilayah Antartika diatur daiam Pasal 4. Selumh
keputusan mengenai kegiatan penambangan sumber daya
mineral harus didasarkan pada informasi yang kuat dan benar
bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak akan mernberikan
dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistern Antartika,
selama inforrnasi tersebut beluro diperoleh, maka kegiatan
penambangan tidak dapat dilakukan (ayat 1). Dalam penilaian
dan pertiinbangan tersebut, harus dipastikan bahwa kegiatan
penambangan tersebut tidak mernberikan dampak seperti
perubahan yang drastis terhadap kualitas air dan udara,
lingkungan Iaut dan darat, perubahan keadaan flora dan fauna,
atau meznbahayakan populasi tertentu di wilayah tersebut (ayat
2). Kegiatan penambangan sumber daya mineral ini juga tidak
boieh dilakukan bila menirnbulkan dampak negatif bagi pola
iklirn atau cuaca wilayah regional dan global. Oleh karena itu,
kegiatan peralatan, teknologi, dan prosedur yang hendak
diternpuh dalam kegiatan tersebut harus dipastikan aman (ayat 3
dan 4).
4. Wilayah diterpakannya Konvensi CRAMRA ditentukan pada
Pasal 5, yaitu pada wilayah berlakunya Antarctic Treaty yang
rneliputi Ben.ua Antartika, kepulauan Antartika, terrnasuk
bongkahan es, dasar iaut, dan lapisan tanah perbatasan lepas
pantai hingga dasar Iaut dalam. Pasal 7 mengatur tentang
kepatuhan terhadap ketentuan Konvensi.
5. Pasal 8 mengatur tentang tindakan tanggapan dan tanggung
jawab. Pada Pasal ini, suatu operator yang nielaksanakan
kegiatan penambangan surnber daya mineral di Antartika wajib
melaksanakan tindakan tanggapan, termasuk kegiatan
pencegahan, pengawasan, pembersihan, dan penanggulangan,
apabila kegiatan penambangan tersebut rnerusak atau
membabayakan lingkungan dan ekosistera Antartika. Operator
tersebut, rnelalui negara yang mensponsorinya, harus
meraberitahukan Sekretaris Eksekutif mengenai tindakan-
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tindakan yang akan dilakukannya, Suatu badan operator
pelaksana penambangan memiliki tanggung jawab ganti rugi
secara iangsung (strict liability) atas:
- Kerusakan lingkungan atau ekosistem Antartika, yang
disebabkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber
daya mineral, iermasuk pembayaran ganti rugi;
- Kerugian atau kecacadan lingkungan atau ekosistem
Antartika, yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana
ditentukan dalam ayat sebelumnya;
- Kerugian atau kerusakan properti pihak ketiga atau
kehilangan nyawa dan luka yang timbul sebagai dampak
kerusakan yang ditentukan sebelumnya.
6. Perlindungan hukum dibawah Antarctic Treaty diatur dalam
Pasal 9. Dikatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di
wilayah Antartika tidak menjadi dasar timbulnya suatu klaim
baru atas wilayah Antartika, sebagai tempat berlakunya
Antarctic Treaty, dan hal tersebut harus diinterpretasikan
sebagai wilayah yang tunduk pada yurisdiksi ketentuan hukum
internasional. Pasal 10 znengatur mengenai konsistensi
Konvensi CRAMRA dengan rangkaian ATS lainnya. Pasal ini
roengatur kewajiban setiap negara peserta untuk memastikan
seluruh kegiatan penambangan sumber daya mineral dilakukan
sejalan dengan ketentuan konvensi-konvensi ATS lainnya.
Komisi CRAMRA harus berkonsultasi dan bekerjasama dengan
negara-negara peserta Consultative Meeting Antarctic Treaty,
dan konvensi ATS lainnya, dalam rangka menjamin tercapainya
tujuan dan terlaksananya prinsip-prinsip Konvensi CRAMRA.
Pasal 11 dan 12 mengatur mengenai inspeksi yang dilakukan
tezhadap seluruh stasiun pelaksana, instalasi dan peralatan
kegiatan penambangan sumber daya mineral yang tunduk pada
ketentuan Antarctic Treaty dan Konvensi CRAMRA ini.
Inspeksi ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan
meiaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi
CRAMRA, dan dilakukan oleh para pengamat yang dibentuk
oleh Koniisi CRAMRA.
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7. Pasal 13 mengatur mengenai kawasan Antartika yang
dilindungi, yaitu kawasan yang ditentukan sebagai Wilayah
Perlindungan Khusus (Specially Protected Area) atau Wilayah
Kepentingan Sains Khusus (Site of Special Scientific Interests).
Berdasarkan ketentuan Pasal IX ayat 1 Antarctic Treaty,
kawasan tersebut tertutup bagi kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi sumber daya mineral. Komisi CRAMRA juga wajib
melarang atau rnembatasi adanya kegiataa di wdlayah lain, yang
menurut historis, ekologi, lingkungan, sains atau pertunbangan
lain, nxerapakan daeiah yang dilindungi (ayat 2). Dalam
menjalankaa tugasnya, Komisi CRAMRA harus
mempertimbangkan adanya batasan atau larangan bagi kegiatan
penarnbangan sumber daya mineral di wilayah raanapun,
dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Konvensi ATS
lainnya, sehingga tujuan Konvensi CRAMRA dapat tercapai
(ayat 3). Pelaksanaao kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
sumber daya mineral di Antardka dilakukan dengan
rnenghormati penggunaan Antartika lainnya, seperti operasi
stasiun dan instalasi/daya dukung dan peralatan Antartika,
penyetidikan sains di wilayah Antartika, kooservasi, turisrne,
pelestarian monurnen sejarah, penggunaan alat navigasi daa
penerbangan (Pasal 15).
8. Penyirnpanan data dan mformasi mengenai pelaksanaan
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral
Antartika dilakukan oleh Sekretaris Eksekutif Konvensi
CRAMRA. Data dan inforaaasi ini dapat diakses dengan mudah
oleh setiap negara peserta, dan dijamin kerahasiannya (Pasal
16). Sekretaris Eksekutif berfungsi pula sebagai penerima
pemberitahuan dan laporan dari institusi yang dibentuk
berdasarkan ketentuan Konvensi CRAMRA, ataupun institusi
lain yang belum dibentuk, yang erat kaitannya dengan kegiatan
penambangan sumber daya mineral Antartika (Pasal 17).
Mekaoismc Khasus (Special Mechanisms)
Konvensi CRAMRA mengatur secara khusus mengenai
kegiatan-ke^atan yang dapat dilakukan di wilayah Antartika
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berkaitan dengan ekplorasi, eksploitasi, dan pengembangan sumber
daya mineral di Antartika, Kegiatan ini terdiri dari:
/. Prospecting
Kegiatan ini diatur dalam Chapter III. Prospecting merupakan
kegiatan peniantauan dan pencarian ada atau tidaknya sumber daya
mineral di Antartika. Perizinan untuk dilakukannya kegiatan
prospecting ini tidak dapat diberikan kepada operator tanpa dasar
alasan yang kuat, dan diiakukan berdasarkan ketentuan Konvensi
CRAMRA. Negara yang niensponsori suatu badan operator untuk
melakukan kegiatan prospecting, wajib membeiitahukan 9 bulan
sebelumnya kepada Komisi CRAMRA bahwa akan diiakukan
kegiatan prospecting tersebut Laporan ini behsikan identifikasi
letak dilakukannya kegiatan prospecting, suinber daya mineral yang
menjadi obyek pencarian dan peniantauan, gambaran mengenai
metode yang digunakan dalam kegiatan prospecting tersebut,
peniiaian dan penelaahan mengenai dainpak lingkungan yang
mungkin terjadi sebagai akibat dilakukannya kegiatan prospecting
tersebut (Pasal 37 ayat 7). Komisi dalam pertimbangan pemberian
izin diadakannya ksgiofaQ prospecting ini, dapat niemanggil negara
yang memberikan sponsor kepada operator pelaksana kegiatan
prospecting, untuk memberikan klarifikasi, apabila Komisi
berpendapat bahwa isi laporan tersebut dipandang
rnengkhawatirkan/kurang memuaskan (Pasal 38).
2. Eksplorasi
Berdasarkan Pasal 39, prosedur kegiatan eksplorasi diiakukan
oleh negara peserta dengan memberikan pemberitahuan kepada
Sekretaris Eksekutif. Pemberitahuan tersebut berisi pennintaan
kepada Komisi mengenai daerah roaoa yang dapat dieksplorasi dan
dilaksanakan pengembangan sumber daya mineral tertentu (ayat 1).
Pemberitahuan tersebut dilengkapi dengan biaya tertentu, keraudian
diperoleh jawabaa dari Komisi berupa koordinat letak area yang
rnemiliki kandungan mineral yang diingmkan, gambaran mengenai
keadaan lingkungan dan ekosistem setempat, peniiaian secara rinci
mengenai dampak yang mungkin terjadi apabila kegiatan eksplorasi
diiakukan. Komite Penasehat segera mengadakan pertemuan untuk
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menyediakan nasehat kepada Komisi sehubungan dengan proposal
yang diajukan oleh negara peserta (Pasal 40 ayat 1). Pada ayat 2
diatur bahwa pertemuan khusus digelar selarnbat-lambatnya 2 bulan
setelah pemberitahuaa diumumkaa oleh Sekretaris Eksekutif. Pasal
41 rnengatur tentang Koraisi harus segera memberikan laporan
setelah diadakanaya pertentuan khusus, yang berisikan kesimpulan
rnengenai data dan informasi rnengenai wilayah yang dapat
dilakukan kegiatan eksplorasi. Bila suatu negara peserta yang telah
rnengajukan pennohonan identifikasi suatu wilayah mengajukan
kembali pennohonan sebagian atau seluruhnya wilayah baru untuk
diidentifikasi ada atau tidaknya sumber daya mineral lain, niaka
Komisi segera raelakukan revisi terhadap laporan terdahulunya
melalui prosedur pertiznbangan yang sanaa (Pasal 42). Setelah
dilakukannya pengidentifikasian wilayah eksplorasi, dibentuk suatu
Komite Pengatur {Regulatory Committee) (Pasal 43). Pasal 43 ayat
2 mengatur Komite berfungsi untuk melaksanakan ketentuan yang
diatur oleh Komisi CRAMRA, rnenetapkan biaya yang wajib
dikeluarkan oleh operator pelaksana kegiatan eksplorasi,
menerapkan prosedur yang harus dilakukan daiam pelaksanaan
kegiatan eksplorasi, menentukan metode penyelesaian yang
digunakan apabila terjadi sengketa daiam kegiatan akspiorasi,
memberikan pedomaa persyaratan yang diperlukan untuk
eksplorasi dan pengembangan di wilayah yang masuk
kompetensinya (Pasal 43 ayat 3). Komite mi melaksanakan
tungsinya dengan rnasukan dan pertimbangan dari Badan Penasehat
(ayat 6). Izin eksplorasi diperoleh negara peserta, atas nama
operator pelaksana, dari Komite Pengatur untuk periode tertentu
(Pasal 44). Peroberian izin mi disertai biaya tertentu yang harus
dibayar oleh operator atau negara pemberi sponsor. Ian ini berisi
laporan lengkap rnengenai operator pelaksana, kegiatan eksplorasi
yang diajukan terhadap mineral bentuk apa dan di wilayah mana,
bagaimana metode dan pelaksanaan eksplorasi tersebut, pernyataan
kesanggupan operator untuk rnelakukan eksplorasi tersebut tanpa
rnerusak keadaan lingkungan dan ekosistern setempat, serta
sertifikasi dari negara pemberi sponsor rnengenai teknologi yang
mereka gunakan. Langkah selanjutnya adalah pembentukan Skema
Manajemen (Management Scheme) oleh Komite Pengatur yaag
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berisi tanggapan dari pemberian izin tersebut, dan bagaimana
penerapan izin tersebut (Pasal 46). Skeroa Manajemen tersebut
antara lain mengomentati perlu atau tidaknya diiakukan revisi
pemberian izin, pemenuhan syarat-syarat teknis oJeh operator
pelaksana, dan kesesuaian infonnasi beserta kesanggupan yang
disediakan. Bila suatu Skema Manajemen telah disetujui, maka
perizinan tersebut disahkan oleh Komite Pengatur untuk dapat
langsung dilaksanakan tanpa adanya penundaan (Pasal 48).
3. Pembangunan
Permohonan izin pembangunan dapat diiakukan oleh negara
peniberi sponsor kepada Komite Pengatur, pada saat Skenaa
Manajemen dan perizinan eksplorasi yang teiah disetujui tengah
dilaksanakan (Pasal 53 ayat I). Permohonan yang disertai biaya
tertentu ini, berisi rincian rencana perubahan pembangunan apa
yang akan diiakukan oleh negara tersebut, penilaian dan
pertimbangan dampak lingkungan yang rnungkin terjadi apabila
pembangunan tersebut diiakukan, sertifikasi ulang dari negara
peniberi sponsor mengenai kesanggupan operator untuk mematuiu
persyatatan umum yang diajukan berdasarkan Konvensi CRAMRA
(Pasal 53 ayat 2). Kemudian, Komite Pengatur segera menentukan
jawaban/tanggapan atas permohonan tersebut berdasarkan penilaian
apakah permohonan pembangunan tersebut memodifikasi
pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan, apakah
pembangunan tersebut menimbulkan dampak bagi hngkungan dan
ekosistem lainnya di wilayah Antartika (Pasal 53 ayat 3). Komite
Pengatur hams mempertimbangkan perubahan-perubahan tersebut
dalam Skema Manajemen yang barn, dan mecoastikan bahwa
kegiatan pembangunan yang diajukan mi akan dilaksanakan sesuai
dan sejalan dengan ketentuaa Konvensi CRAMRA.
Pengawasan {Authority}
Konvensi CRAMRA meznbentuk badan-badao khusus yang
memiliki fungsi tertentu berdasarkan Chapter II, yaitu:
1. Komisi CRAMRA (Commission)
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Berdasarkan Pasal 18, Komisi Sumber Daya Mineral Antartika
(Komisi CRAMRA) dibentuk. Komisi tersebut beranggotakan
setiap negara peserta yang turut daiam Antarctic Treaty, dan setiap
negara peserta yag turut terlibai dalarn kegiatan eksplorasi, atau
negara pemberi sponsor operator pelaksana kegiatan eksplorasi.
Pasal 19 naengatur bahwa Komisi melakukan perternuan sebanyak 2
kali. Perternuan pertama dilaksanakan dalam rangka penentuan
organisasi, pendanaan dan keputusan lain yang dianggap perlu,
pada 6 bulan setelafa Konvensi CRAMRA berlaku. Perternuan
kedua, dilaksanakan bila terdapat permohonan identifikasi wilayah
prospecting, eksplorasi maupun pembangunan (selambat-lambatnya
2 bulan setelah permohonan diajukan). Perternuan berkala dapat
pula dilaukan bila dipandang perlu dalam menjalankan
kefektrfitasan Konvensi CRAMRA (Pasal 19 ayat 1 dan 2).
Berdasarkan Pasal 21, Komisi ini berfungsi untuk rnemfasilitasi dan
merneromosikan pertukaran ilrau sains, teknis, dan informasi
lainnya dalam proyek penditian yang dibutuhkan guna
rnernprediksi, rnendeteksi dan menilai dampak lingkungan yang
dapat terjadi apabila kegiatan penambangan sumber daya mineral
dilakukan di wilayah Antartika. Komisi ini juga bertungsi
rnenentukan wilayah yang diperbolehkan untuk dieksplorasi,
mengambil tindakan yang diperlukan dalam melindungi Hngkungan
dan ekosistem Antartika, dan memastikan segala kegiatao
dilakukan berdasarkan ketentuan Konvensi CRAMRA. Dalam
pelaksanaan iungsinya, Komisi dapat rneminta nasehat dari Komite
Penasehat (Pasal 21 ayat 2).
2. KoBute Penasehat (Advisory Committee)
Perabentukannya berdasarkan Pasal 23. Komite ini
beranggotakan delegasi negara-negara yang rnemiliki kewenangan
lingkungan, sains dan teknis yang tepat Delegasi ini berupa para
ahti, dan penasehat dalam bidang-bidang tertentu. Pasal 24
rnenentukan bahwa perternuan para anggota Komite dilakukan 6
bulan setelah pertecauan pertarna Komisi CRAMRA. Komite ini
terdiri dari Ketua, dan 2 orang Wakil Ketua yang rnenjabat untuk 2
tahun masa jabataa (Pasal 25). Komite ini berfungsi sebagai badao
penasehat Komite Pengatur, terutama dalam bidang yang berkaitan
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dengan penelitian sains, dan implenientasinya. Mereka juga
berfungsi sebagai badan penasehat Komisi CRAMRA daiarn bidang
pemberian keputusan mengenai darnpak lingkungan, data dan
iofonnasi yang dibutubkan sebagai prasyarat dilakukaonya kegiatan
eksplorasi (Pasai 26 ayat 2-6).
3. Komite Pen^tur (Regulatory Committee)
Pasal 29 Konvensi CRAMRA mengatur pembentukannya dan
komite tersebut dibentuk berdasarkan identifikasi wilayab yang
dimungkinkan adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber
daya mineral oleh Konvensi CRAMRA. Komite ini dibentuk oleh
Sekretaris Eksekutif, beranggotakan delegasi dari setiap negara
peserta Antarctic Treaty, yang kernudian dipilib Ketua dan Wakil
Ketua dari anggota tersebut (Pasal 30). Komite ini berfungsi uotuk
menyediakan persiapan kerja, mempertimbangkan pennohonan
perizinan eksplorasi dan pernbasgunan, rnenyetujui Skema
Manajemen dan rnengeluarkaa mn ekspiorasi dan pembangunan,
dan rnengawasi kegiatan eksplorasi dan pembangunan (Pasai 31
ayat I).
4. Sekretariat
Komisi dapat membentuk Sekretariat yang berfungsi membantu
Komisi, Komite Pengatur, Komite Penasehat, negara-negara peserta
Consultative Meeting dan badan subsider lainnya (Pasal 33 ayat 1).
Komisi juga menunjuk Sekretaris Eksekutif sebagai Kepala
Sekretariat, dan menjabat selama 4 tabun rnasa jabatao.
Penyelesaiao Sengketa (Settlement of Disputes)
Berdasarkan Chapter V, Pasal 55, 56, 57, dan 58 dapat
diterapkan dalam penyelesaian sengketa antara dua atau lebih
negara peserta. Pemiliban prosedur penyelesaian sengketa yang
diatur dalam Pasal 56, diterapkan bagi engketa yang berkaitan
dengan interpretasi para pihak, dan diajukan kepada Mabkamah
Internasional atau badan Arbitrase Jainnya. Pemiliban prosedur
penyelesaian sengketa ini dinyatakan ketika negara peserta
menandatangani, mengaksesi, rneratiSkasi, atau menerima
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keberlakuan Konvensi CRAMRA. Biia suatu negara tidak
menyatakan secara jelas mengenai pilihan prosedur penyelesaian
sengketa, niaka penyelesaian sengketa dapat diajukan ke Badan
Arbitrase lainaya. Cara ini hanya dapat ditempub apabila Pihak lain
dalam suatu sengketa sepakat untuk rnenyelesaikan dengan cara
yang dimaksud. Pasal 57 niengatur tentang prosedur penyelesaian
sengketa yaitu sebagai berikut:
- Ketika tinibui suatu sengketa mengenai interpretasi atau
penerapan Konvensi CRAMRA ini, raaka para pihak yang
bersengketa harus mengajukan konsultasi diaotara mereka
scsegera mungkin. Penyelesaian dapat dilakukan dengan
negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, peayeiesaian di dalam
pengadilan atau penyelesaian secara damai lainnya.
- Bila sengketa tidak juga terselesaikaa dalara waktu 12 bulan
setelab pengajuan konsultasi tersebut, maka berdasarkan
permintaan pihak-pihak yang bersengketa, dapat diajukan
kepada pihak Mahkamah Internasional, atau badan arbitrase
lainnya.
- Bila timbul sengketa mengenai keputusan dan penilaian
ketentuan Konvensi CRAMRA atau mengenai Skerna
Manajenaen, raaka para pihak yang bersengketa dapat
rnelakukan penyelesaian sengketa dihadapaa Mahkaroab
Internasional atau Badan Arbitrase lainnya. Apabila para pihak
tidak menentukan prosedur penyelesaiannya, maka otomalis
diselesaikaa dihadapaa Badaa Arbitrase laianya. Akan tetapi,
Mahkamah Internasional atau Badan Arbitrase lainnya tidak
dapat diinterpretasikan memiliki kewenangan terhadap
penyelesaian sengketa yang rnenyangkut perlindungan posisi
hukura dibawah Antarctic Treaty, sebagairoana diatur pada
Pasa! 9 (Pasal 57 ayat 4).
- Pengecualian penyelesaian kategori sengketa tertentu dapat
dilakukan bila pihak/negara peserta Konvensi CRAMRA pada
saat melakukan peaaadatanganaa, peaeriaiaaa, ratifikasi, dan
aksesi, menyatakan uatuk mengecualikan penyelesaian
masalah-raasalah tertentu (Pasal 58).
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- Pengatuian tambahan inengenai penyelesaian sengketa diatur
pada Pasal 59, yang menyatakan bahwa berkaitan dengan
keputusan Komisi, apabiia terbukti telah terjadi pelanggaran
terbadap ketentuan Konvensi CRAMRA dalam hai
pengambilan keputusan penolakan Skema Manajemen,
keputusan penolakan perizinan pembangunan, dan keputusan
penundaan atau perubahan Skema Manajemen, seita keputusan
penetapan penalti sejumlah biaya; maka pihak yang bersengketa
dan operator yang melaksanakan kegiatan ekplorasi dapat
mengajukan penyeiesaian sengketa melawan Komite Pengatur
kehadapan Badan Arbitrase lainnya.
Penyelesaian sengketa diatur pula dalam Annex Konvensi
CRAMRA yang terdiri dari 12 Pasal. Badan Arbitrase sebagai
badaa penyelesaian suatu sengketa dibentuk berdasarkan ketentuan
Konvensi, termasuk juga ketentuan annex-nya (Pasal 1). Pasal 2
ayat 1 menentukan bahwa setiap pihak yang bersengketa dapat
menentukan 3 arbitrator. Setiap arbitrator harus inenguasai bidang
lingkungan Antartika, pengetahuan hukum internasional dan
rnemiliki reputasi yang baik. Narna-nama yang diajukan
dirnasukkan dalam daftar, dan dapat dipilih untuk 5 tahun kedepan
(ayat 2). Seorang arbitrator harus diberitahukan biia narnanya
ditarik dari daftar arbitrator, beserta alasan niengapa ditakukan hai
tersebut Sekretaris Eksekutif berkewajiban memastikan daftar
narna arbitrator terbaru (ayat 4). Pasal 3 mengatur bahwa Badan
Arbitrase terdiri dari 3 orang arbitrator yang ditunjuk sebagai
berikut:
1. Pihak yang bersengketa rnenunjuk 1 orang arbitrator yang
rnungkin berasal dari negara tersebut Dalam waktu 40 hari
setelah arbitrator yang bersangkutan nienerima pemberitahuan,
maka pihak lainnya akan melakukan hai yang sarna.
2. Dalam waktu 60 hari setelah penunjukkan arbitrator kedua,
kedua pihak yang bersengketa wajib memilih arbitrator keiiga
berdasarkan kesepakatan antara mereka. Arbitrator ketiga mi
tidak berkewarganegaraaa dari kedua pihak yang bersengketa,
dan ia otomatis rnenjadi Ketua Arbitrator.
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3. Bila arbitrator kedua belum terpilih pada waktu yang
ditentukan, maka kedua pihak yang bersengketa dapat meminta
Ketua Mabkamah Internasionai untuk memilihkan arbitrator
tersebut. Bila Ketua Mabkamah Internasionai tidak dapat
melakukan rungsinya, maka fungsi tersebut dapat dilakukan
oleh Wakil Ketua Pengadilan.
Pibak yang mengajukan sengketa harus memberitahukan pihak
iainnya melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Eksekutif,
untuk kemudian didistribusikan kepada seluruh negara peserta
(Pasal 4). Penyelesaian sengketa dilakukan di rnarkas besar Komisi
CRAMRA, dimana basil rekaman penyelesaian sengketa akan
dibawa ke tempat penyimpanan Badan Arbitrase (Pasal 5). Pasal 6
mengatur tentang kewenangan Badan Arbitrase yang dibentuk bagi
suatu sengketa yang berkaitan dengan inasalah hak para pihak yang
bersengketa, atau mengenai keadaan tertentu yang dapat
inenyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem Antartika (Pasal
6 ayat 1).
Pasal 7 mernberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk
melakukan intervensi, bila keputusan Badan Arbitarase
mempengaruhinya, Pasal 8 nienyatakan bahwa para pihak yang
bersengketa harus memfasilitasikan kerja Badan Arbitrase, temtama
dalam penyediaan bahan/dokumen pendukung, saksi-saksi, saksi
ahli, dan barang bukti. Pasal 9 mengatur tentang kewajiban Badan
Arbitrase untuk tetap meniberikan putusan bila salah satu pihak
tidak hadir atau gagal rnembela negaranya. Keputusan Badan
Arbitrase didasarkan pada ketentuan hukum yang sesuai (Pasal 10).
Sebelum memberiJkan keputusan, Badan Arbitrase harus mampu
nienyatakan kewenangannya terhadap sengketa yang diajukan
berdasarkan fakta-fakta dan hukum. Keputusan yang diberikan
harus didasarkan pada hukum dan alasan yang kuat, dan
dikomunikasikan kepada Sekretaris Eksekutif untuk kemudian
didistribusikan ke seluruh negara peserta, Keputusan Badan
Arbitrase ini bersifat kuat dan mengikat para pihak yang
bersengketa. Biaya persengketaan dibebankan kepada kedua pihak
yang bersengketa, kecuali disepakati sebaliknya (Pasal 11). Pasal
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12 nienyatakan bahwa keputusan badan arbitrase diambil
berdasarkan suara terbanyak dan tidak diperbolehkan abstain.
Peratnran TerkaK (Related Regulations)
Konvensi CRAMRA nierupakaa bagian yang tidak terpisahkao
dari rangkaian Konvensi ATS, yang terdiri dari:
/. Antarctic Treaty 1959
2. Agreed Measures for the Conservation of Antarctic Fauna and
Flora 1964
3. The Convention for the Conservation ofAntacrtic Seals 1972
4. The Convention for the Conservation of Antacrtic Marine
Living Resources 1980
5. Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty
1992
(SiodyFathan,SH)
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